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KATA PENGANTAR

Puji  dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ini memuat tentang Pendahuluan, Perencanaan Kinerja di Tahun 2024 serta pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang merupakan rujukan untuk peningkatan kinerja bagi satuan dan pimpinan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Dalam menyusun dokumen LKjIP ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan. 

Semoga Visi dan Misi ini dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Menggala,      Januari 2025
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

NUR KHASANAH, S.P., M.M.

NIP. 19740521 200003 2 005

     BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.  Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun.  Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.
Terwujudnya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai dengan menciptakan pemerintah yang baik khususnya di era reformasi sebagai prasyaratnya. Untuk itu, penetapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban dari sebuah institusi pemerintahan yang tepat, terukur, jelas dan legitimate sangat diperlukan dan dibutuhkan, sehingga akan tercipta sebuah proses penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah yang berkelanjutan, berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Konsep akuntabilitas didasarkan pada tingkat responsibilitas managerial pada setiap lingkungan dalam organisasi. Masing-masing individu bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya kepada atasannya langsung.  Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (Controllable Activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (Uncontrollable Activities). Kegiatan yang terkendali dapat dimaknai sebagai kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak dan kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi hasilnya oleh pihak-pihak yang berwenang.

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan aktivitas instansi/organisasi baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran instansi atau organisasi yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks instansi pemerintah, akuntabilitas merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Berkaitan dengan akuntabilitas di birokrasi pemerintahan juga sejalan dengan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 Tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan yang Bersihdan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut atas dua produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Instruksi ini meminta instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.
     Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ini disusun setiap tahun dimaksudkan sebagai laporan kinerja keuangan sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, misi dan visi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
a. Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ini diharapkan akan bermanfaat :
1. Sebagai pendorong bagi setiap bidang yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang agar dapat menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif dalam rangka penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian selama 1 tahun anggaran.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang  terhadap informasi-informasi yang dipublikasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.
b. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemeintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan penyuluhan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi 
Dinas Pertanian memiliki fungsi :
1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten;

2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;

3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten;

4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten;

5. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan pertanian wilayah kabupaten;

6. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten;

7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten;

8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten;

9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;

10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kabupaten;

11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;

12. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;

14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;

16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

17. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten;

18. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;

19. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat mesin pertanian;

20. Analisis teknis, ekonomi dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;

21. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;

22. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

23. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

24. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

25. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

26. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;

27. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

28. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

29. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

30. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;

31. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;

32. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;

33. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;

34. Bimbingan penggunaan pupuk;

35. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten;

36. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

37. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

38. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

39. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;

40. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;

41. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

42. Pemberian izin produksi benih;

43. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;

44. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

45. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

46. Penetapan sentra produksi benih tanaman;

47. Pengembangan sistem informasi perbenihan;

48. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten;

49. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

50. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;

51. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;

52. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;

53. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;

54. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

55. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

56. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;

57. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

58. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;

59. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

60. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;

61. Pemberian Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

62. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

63. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

64. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

65. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

66. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

67. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

68. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;

69. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten;

70. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

71. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

72. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

73. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

74. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

75. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

76. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

77. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;

78. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

79. Bimbingan pengembangan sarana dan usaha wilayah kabupaten;

80. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten;

81. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

82. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

83. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten;

84. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;

85. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten;

86. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten;

87. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten;

88. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten;

89. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten;

90. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

91. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten;

92. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;

93. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;

94. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;

95. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;

96. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan;

97. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;

98. Bimbingan penggunaan pupuk;

99. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten;

100. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

101. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

102. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

103. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

104. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

105. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten;

106. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;

107. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

108. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

109. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;

110. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;

111. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;

112. Penetapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;

113. Pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten;

114. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;

115. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;

116. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita;

117. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;

118. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;

119. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten;

120. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten;

121. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

122. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten;

123. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten;

124. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten;

125. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;

126. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan;

127. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;

128. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

129. Pemberian izin produksi benih perkebunan;

130. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;

131. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;

132. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

133. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;

134. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;

135. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten;

136. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

137. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis;

138. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;

139. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan;

140. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten;

141. Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

142. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

143. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;

144. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

145. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;

146. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

147. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten;

148. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten;

149. Pemberian Izin usaha perkebunan wilayah kabupaten;

150. Pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan wilayah kabupaten;

151. Bimbingan penerapan pedoman teknis budaya perkebunan wilayah kabupaten;

152. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

153. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten;

154. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten;

155. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten;

156. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;

157. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

158. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten;

159. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

160. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpangan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten;

161. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

162. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten;

163. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;

164. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

165. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten;

166. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;

167. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten;

168. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

169. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten;

170. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten;

171. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
172. Penetapan penta potensi peternakan wilayah kabupaten.
173. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
174. Pengembangan lahan hijauan pakan.
175. Penetapan padang pengembalaan.
176. Penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
177. Identifikasi dan infentarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan keamafet.
178. Pengawasan penetapan standar mutu alat dan mesin petrnakan dan kesehatan hewan dan keamafet.
179. Pengawasan penetapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
180. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
181. Pembinaan dan pengembangan pelayan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
182. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokarita wilayah guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
183. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet kabupaten.
184. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet kabupaten.
185. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet kabupaten.
186. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
187. Pelaksanaan kajian, dan pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna.
188. Bimbingan pemanfaan air untuk usaha peetrnakan,  kesehatan hewan dan kemasfet wilayah kabupaten.
189. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan,  kesehatan hewan dan kemasfet.
190. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.
191. Identifikasi dan infentarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.
192. Penerapan standar mutu obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten
193. Bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak.
194. Bimbingan peredaran Obat hewan tingkat depo, Toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
195. Pemeriksaan, Pengadaan, Penyimpanan, Pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
196. Pelaksanaan Pemeriksaaan penaggung jawab wilayah kabupaten
197. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
198. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
199. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
200. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (dagin, telur dan susu) wilayah kabupaten.
201. Bimbingan, pemakaian penyimpanan penggunaan kesediaan paksin, sera dan bahan diakmostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.
202. Bimbingan pelaksanaan sediaan premk wilayah kabupaten.
203. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten.
204. Bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan (ASOH) wilayah kabupaten.
205. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.
206. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
207. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.
208. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
209. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
210. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.
211. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
212. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.
213. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrak wilayah kabupaten.
214.  Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additip and supplemen) wilyah kabupaten.
215. Bimbingan usaha mini feedmild pedesaan (home industri) wilayah kabupaten.
216. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.
217. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrak wilayah kabupaten.
218. Ppelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and suplement) wilayah kabupaten.
219. Bimbingan produksi benih hijauan pakan tearnak wilayah kabupaten.
220. Bimbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan imbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
221. Bimbingan seleksi ternak Bibit wilayah Kabupaten.
222. Bimbingan penerapan standar dan plasma nutpah wilayah kabupaten.
223. Bimbingan registrasi/pencatan ternak bibit wilayah kabupaten.
224. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsila ternak.
225. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
226. Penetapan Lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
227. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
228. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
229. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
230. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten.
231. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
232. Produksi mani beku lokal (lokal spesifik)untuk kabupaten.
233. Bimbingan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
234. Bimbingan produksi mani beku (lokal spesifik) untuk kabupaten.
235. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten.
236. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
237. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
238. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
239. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.
240. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.
241. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
242. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/Kota.
243. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
244. Bimbingan sertifikasi pejantan unngul sebagai pemacek wilayah kabupaten.
245. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
246. Bimbingan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
247. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kaupaten.
248. Bimbingan pelaksanaan uji revormen rekording dan seleksi wilayah kabupaten.
249. Bimbinga pelaksanaan identifikasi penerbitan wilayah kabupaten.
250. Penerapan kebijakan dan pedoman dan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.
251. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber biaya/kredit program wilayah kabupaten
252. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten;
253. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten;
254. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;
255. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
256. Pembinaan dan pengawasan praktek hyginie-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH;
257. Monitoring penerapan persyaratan hygini-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
258. Pengawasan lalulintas produk ternak dari/ ke wilayah kabupaten;
259. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
260. Bimbingan pebangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
261. Bimbingan pemantauan dan pengawasan dan oprasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
262. Pengamatan, penyediaan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupate;
263. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
264. Penerapan dan pengawasan norma , standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
265. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
266. Binbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten;
267. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
268. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
269. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten;
270. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;
271. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelaran pemasukan hewan, bahan asal hewan, bahan asal hewan ke /dari wilayah indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
272. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan  pelayanan keswan;
273. Pengawasan lalulintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
274. Bimbingan pelaksanaan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan)
275. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan,pencatatan kajian dan penagguangan penyakit hewan;
276. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
277. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
278. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan,kesmat di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
279. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalulintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil)
280. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance hazard analysis cristical control point (AHCCP)
281. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jaga hewan;
282. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
283. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
284. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengelolaan produk pangan asal hewan;
285. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
286. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zonosis;
287. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
288. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus, dan penyakit hewan lainnya;
289. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular sekala kabupaten;
290. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan,kesmavet serta kesejahteraan hewan kabupaten;
291. Bimbingan penyakit dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
292. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
293. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang kelua/masuk wilayah kabupaten;
294. Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di kabupaten;
295. Pelaporan pelayan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penaggulangan penyakit hewan menular/non menular,penyakit individual/penyakit parasiter,virus,bakteri, penyakit retproduksi dan gangguan reproduksi;
296. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemioologi penyakit hewan parasit bakteri,virus dan penyakit hewan lainnya;
297. Bimbingan penerapan norma,standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
298. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
299. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
300. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
301. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
302. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
303. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten;
304. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registerasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
305. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;
306. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten;
307. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
308. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
309. Bimbingan pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
310. Bimbingan pelaksanaan sisitem dan pola penyebaran ternak;
311. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
312. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
313. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
314. Pemberian izin praktek dokter hewan;
315. Pemberianm izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
316. Pendaftaran usaha peternakan;
317. Pemberian izin usaha RPH/RPU;
318. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan unit usaha peternakan;
319. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
320. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;
321. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer oabat hewa, poultry sop dan pet shop wilayah kabupaten;
322. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
323. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
324. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
325. Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan diwilayah kabupaten;
326. pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
327. Pemberian izin usaha alat angkut/transfortasi produk peternakan;
328. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
329. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
330. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
331. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
332. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
333. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asl hewan wilayah kabupaten;
334. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpangan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
335. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
336. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
337. Bimbingan kelembagaan usaha tani, menejen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani wilayah kabupaten;
338. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
339. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
340. Bimbing penerapan teknologi panen, paska panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
341. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten;
342. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
343. Bimbingan pelaksanaan amdal diwilayah kabupaten;
344. Bimbingan penerapan pedoman, norma, stndar sarana usaha wilayah kabupaten;
345. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
346. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
347. Bimbingan penaganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
348. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
349. Pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi, dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
350. Pelaksanaan pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
351. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
352. Pelaksanaan pelayanan jasa pendidikan dan konsultasi, baik pelaku utama dan pelaku usaha;
353. Penyusunan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
354. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan program dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
355. Pembina teknis pengelolaan balai penyuluhan sebagai instansi badan pelaksana penyuluhan perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan;
356. Penyelenggaraan pelatihan atau kursus pertanian, perikanan, dan kehutanan bagi penyuluh, baik penyuluh PNS, swakarsa dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha;
357. Pelaksanaan bimbingan penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat serta kemitraan;
358. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian, baik secara regional, nasional maupun internasional.
1.3 Struktur  Organisasi
Adapun susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Sarana dan Prasarana 

d. Bidang Tanaman Pangan
e. Bidang Hortikultura
f.   Bidang Perkebunan
g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
h. Bidang Penyuluhan
i.   Unit Pelaksana Teknis
j.   Kelompok Jabatan Fungsional
1.4 Ruang Lingkup 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mencakup Kegiatan, Program, Kebijakan dan Misi  Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dalam Rencana Strategis.  LKjIP ini melaporkan Kinerja Dinas Pertanian yang meliputi satu (1) bagian sekretariat, enam (6) bidang.

Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusi (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Pertanian Kabupaten Tulang bawang.   Kondisi yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut : 
a. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024  sebanyak 179 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.1
Data PNS per Golongan dan PHL Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang

	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH

	1.


	II


	13


	2.
	III
	51


	3.
	IV


	19

	4.
	PHL
	75


	5.
	P3K
	21


	
	JUMLAH
	179



b. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan/Eselonering
Jabatan struktural pada Dinas Pertanian Tahun 2024  berjumlah 10 dan seluruhnya telah terisi dengan jumlah staf 169 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.2
Data SDM berdasarkan Jabatan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
	NO
	Jabatan/ Eselonering
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1.
	Kepala Dinas / Eselon II/b
	1
	Definitif

	2.
	Sekretaris / Eselon III/a
	1
	Definitif

	3.
	Kepala Bidang / Eselon III/b
	6
	Definitif

	4.
	Pejabat Fungsional
	13
	Definitif

	
	JUMLAH
	21
	


c. Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS, dan PHL yang bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang adalah Sarjana, Diploma, dan SLTA.  Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Pertanian.  SDM berdasarkan pendidikan dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.3

Data SDM Dinas Pertanian Berdasarkan Pendidikan 

	NO
	Pendidikan
	JUMLAH
	KET

	1.
	S.2
	10
	Struktural

	2.
	S.1
	52
	Sruktural, Fungsional, PHL

	3.
	Diploma 4
	2
	-

	4.
	Diploma 3
	11
	Sruktural, Fungsional, PHL

	5.
	SLTA
	29
	Fungsional, PHL

	6.
	SLTP
	-
	-

	7.
	SD
	-
	-

	
	JUMLAH
	104
	


d. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

	NO
	Jabatan
	JUMLAH
	KET

	1.
	Struktural
	
	

	
	· Eselon
	8
	

	
	· Non eselon
	96
	

	
	
	
	

	2.
	Fungsional
	
	

	
	· Penyuluh pertanian
	52
	

	
	· PPPK
	21
	

	
	
	
	


1.6. Sarana dan Prasarana
a. Untuk menunjang Pelaksanaan kegiatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut  : 
Tabel 1.4

Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang
	No
	Nama Gedung/Ruang Kerja/ Kendaraan
	Jumlah

	A. Gedung

	1.
	Kantor
	6  Unit

	2.
	Green House
	1  Unit

	3.
	Ruang Rapat
	1  Unit

	B. Ruang Kerja

	1.
	Kepala Dinas
	1  Ruang

	2.
	Sekretaris

	1  Ruang

	3.
	Kepala Bidang
	7  Ruang

	4.
	Sekretariat
	3  Ruang

	5.
	Ruang Staf
	3  Ruang

	6.
	Fungsional
	1  Ruang

	C. Kendaraan

	1.
	Kendaraan Roda 4
	7  unit

	2.
	Kendaraan Roda 2
	86  unit


b. Prasarana
Tabel 1.5

Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang

	No
	Nama Alat/Barang
	Jumlah

	1.
	Meja kerja biro 


	30 unit

	2.
	Meja setengah biro


	117 unit

	3.
	Meja Rapat

	41 unit

	4.
	Meja Komputer
	7 unit

	5.
	Printer


	27 unit

	6.
	Laptop


	16 unit

	7.
	Komputer

	16 unit

	8.
	UPS


	20 unit

	No
	Nama Alat/Barang
	Jumlah

	9.
	Stabilizer


	3 unit

	10.
	Stavol


	1unit

	11.
	Lemari Arsip
	33 unit

	12.
	Kalkulator
	10 unit

	13.
	Filling Kabinet

	21 unit

	14.
	Kursi Tamu

	5 unit

	15.
	Kursi putar tinggi
	15 unit

	16.
	Kursi putar
	18 unit

	17.
	Kursi Lipat
	435 unit

	18.
	Kursi Rapat
	33 unit

	19.
	Telepon
	8 unit

	20.
	Mesin Fax
	1 unit

	21.
	AC

	11 unit

	22.
	Kipas Angin

	5 unit

	23.
	Televisi
	1 unit

	24.
	Handy Camera
	2 unit

	25.
	Camera
	3 unit

	26.
	LCD Proyektor
	1 unit

	27.
	Handy Talky
	1 unit

	28.
	GPS

	1 unit

	29.
	Scaner
	1 unit

	30.
	Wearless
	1 set

	31.
	Papan Write Board
	4 unit

	32.
	Papan Pengumuman
	2 unit

	33.
	Mesin Tik Manual
	1 unit

	34.
	Bupet
	1 unit

	35.
	Dispenser
	1 unit

	36.
	Brankas
	3 unit

	37.
	Umbul-umbul
	15 Unit

	38.
	USG Hewan
	            1 unit


1.7    Permasalahan Utama (Strategis Issued) Dinas Pertanian
Pembangunan pertanian merupakan usaha dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak,  juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang kadang sulit diatasi. Berbagai hambatan dan permasalahan yang senantiasa dihadapi dalam upaya menjaga stabilitas dan produksi pertanian, yaitu:

a.
Terbatasnya  infrastruktur     pertanian  di  sentra  produksi  pangan  dan  
    kawasan pertanian;
b. 
Terbatasnya kapasitas petani dan pelaku usaha sektor pertanian;
c. 
Sarana prasarana dan teknologi peningkatan produksi pertanian belum 
       optimal;
d. 
Alih fungsi, degradasi dan penurunan kesuburan lahan pertanian;
e. 
Berkembangnya OPT dan gangguan penyakit pada komoditas pertanian;
f.  
Terbatasnya  kemampuan  SDM  pertanian  dalam  peningkatan  kualitas  
    produksi pertanian;
g. 
Belum terpadunya berbagai sektor dalam menunjang pembangunan 
       pertanian.
Isu strategis pembangunan pertanian Kabupaten Tulang Bawang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Produktivitas pertanian masih rendah
a. Penurunan guna lahan pertanian
· Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang

· Tingginya laju pertumbuhan penduduk

· Dijualnya lahan pertanian oleh para petani
b. Berkurangnya jumlah petani
· Rendahnya taraf hidup petani

· Berkurangnya daya serap tenaga kerja sektor pertanian

· Tidak adanya regenerasi petani
c. Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian
· Belum optimalnya fungsi jalan produksi serta jalan usaha tani

· Terbatasnya sumber air untuk dimanfaatkan pertanian
2. Masih rendahnya kualitas produksi pertanian
a. Rendahnya kapasitas budidaya pertanian
· Rendahnya pendidikan dan keahlian SDM di bidang pertanian

· Kurang tenaga penyuluh

· Terjadinya anomali (iklim, cuaca, dll)
b. Pemenuhan bibit/benih pertanian unggul belum merata
· Kurangnya informasi menegenai benih

· Preferensi petani untuk memilih benih biasa bukan benih unggul
c. Tingginya ancaman hama dan penyakit
· Sistem budidaya masih tradisional dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi produksi

· Rendahnya pemahaman masyarakat tentang serangan hama dan penyakit

· Adanya ketidaksesuaian guna lahan
3. Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian
a. Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang
· Adanya ketergantungan petani pada pengumpul

· Komoditas yang ditanam rentan terhadap fluktuasi harga

· Lemahnya regulasi yang mengatur harga
Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 tahun 2024 terdiri dari 4 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan seperti yang tertera di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.
a. Program

Program Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1) Kegiatan Administrasi Keuangan  Perangkat Daerah

      -  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

                 2.  Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1)  Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
     -  Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian  

        Lainnya
- Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, 
   Kawasan Pertanian

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
· Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4.  Program Penyuluhan Pertanian
1)  Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

     - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 

       Pertanian
· Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

                     Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, yaitu :

Tabel 2.2 

                        Indikator Kinerja Utama (IKU) 

                     Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang 

	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah
	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)
	Satuan
	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2024

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian
	persen
	45,55
	55,67

	
	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat
	kelompok tani
	54
	64

	Program Penyuluhan Pertanian
	Persentase kelopmpok tani yang mandiri
	persen
	1
	2

	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase penurunan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	Persen
	1,03
	1,24


2.1 Rencana Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 
Tabel 2.3.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian
	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah
	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)
	Satuan
	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian
	persen
	45,55
	50,61
	55,67
	61,24
	67,36

	
	
	
	
	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat
	kelompok tani
	54
	59
	64
	71
	78

	Program Penyuluhan Pertanian
	Persentase kelopmpok tani yang mandiri
	persen
	1
	2
	2
	3
	3

	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase penurunan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	Persen
	1,03
	1,13
	1,24
	1,37
	1,51


Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin di capai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.  
a. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian
b. Kegiatan

1.  Kegiatan Administrasi Keuangan  Perangkat Daerah
2.  Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.  Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

4.  Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

c.   Sub Kegiatan
          1.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

          2.  Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
          3.  Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian
          4.  Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

          5.  Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
          6. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok 
              Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Perencanaan Kinerja dimaksudkan untuk lebih memicu kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka peningkatan target sasaran program kegiatan yang akan dicapai tahun 2024. Perencanaan Kinerja juga merupakan amanat instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman  Penyusunan  Kinerja dan Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja seperti disebutkan di awal merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu yang satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perencanaan Kinerja ini antara lain : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Tabel 2.3
Ringkasan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024
	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah
	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)
	Satuan
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian
	Persen
	55,67

	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat
	kelompok tani
	64

	Program Penyuluhan Pertanian
	Persentase kelompok tani yang mandiri
	Persen
	2

	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase penurunan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	Persen
	1,24


BAB.  III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Laporan hasil pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran nyata tentang penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu: 
	NO.
	NILAI KINERJA
	PREDIKAT KINERJA

	1
	  90 s.d. 100
	    Sangat berhasil

	2
	  80 s.d. < 90
	    Berhasil

	3
	  50 s.d. < 80
	   Cukup berhasil

	4
	  0 s.d. < 50
	   Kurang berhasil


Penetapan nilai kinerja memiliki rentang nilai 0 sampai 100 dengan predikat kinerja kurang berhasil hingga sangat berhasil.
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian
Sejalan dengan kewenangannya sebagai Satuan Kerja, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana amanat yang telah dibebankan oleh rakyat/masyarakat sebagai stakeholders utama.
Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024 dilakukan pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran dan akuntabilitas keuangan.  Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. 
3.1.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
Uraian pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pertanian tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah
	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)
	Satuan
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
	
	

	
	
	
	
	Realisasi
	Capaian

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian
	Persen
	55,67
	55
	98,79

	
	
	
	
	
	

	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat
	kelompok tani
	64
	64
	100

	Program Penyuluhan Pertanian
	Persentase kelompok tani yang mandiri
	Persen
	2
	1,85
	92,5

	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Persentase penurunan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	Persen
	1,24
	1,20
	96,77

	
	
	
	
	
	


Uraian pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pertanian tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) INDIKATOR KINERJA PERTAMA : persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian, dengan hasil pencapaian 98,79% dengan predikat Sangat Berhasil.  Perhitungannya sebagai berikut :


	NO
	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)
	REALISASI 
	TARGET (%)
	TAHUN 2024

	
	
	2023 (%)
	
	REALISASI (%)
	CAPAIAN (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Persentase petani yang  
	51,01
	55,67
	55
	98,79

	 
	menerapkan teknologi pertanian
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah capaian rata-rata 
	98,79




Target petani yang menerapkan teknologi pertanian  tahun 2024 sebesar 55,67%, sedangkan realisasinya hanya 55%.  Sehingga didapatkan capaian sebesar 98,79%.  
Hal ini sesuai dengan rumus : realisasi x 100  =  55    % x 100  =  98,79%.
                                                 Target                  55,67%
Jumlah petani di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 52.275 petani.  Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian pada tahun 2024 sebesar 55% atau jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak 28.751 petani.

Indikator kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian, dicapai melalui dua sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan alsintan dan pembiayaan pertanian swadaya bagi petani

2. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian
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         Gambar Pj. Bupati Tulang Bawang beserta plt. Kepala Dinas Pertanian 

                                           saat membagikan alsintan
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Gambar Pj. Bupati Tulang Bawang bersama plt.Kepala Dinas Pertanian
 saat tanam perdana padi inbrida varietas inpari  
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Gambar Pj. Bupati Tulang Bawang bersama plt.Kepala Dinas Pertanian

 saat panen raya padi inbrida

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Rendahnya pendidikan dan keahlian SDM di bidang pertanian
2. Kurangnya tenaga penyuluh
Strategi pemecahan masalah :

1. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan alsintan dan pembiayaan pertanian swadaya bagi petani

2. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian
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 Gambar Koordinasi Penyuluh bersama Gapoktan dan 
Manager Brigade Pangan dari Kementerian Pertanian
a.  MISI TIGA : Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

2) INDIKATOR KINERJA KEDUA : Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat, dengan hasil pencapaian 100% dengan predikat Sangat Berhasil.  Perhitungannya sebagai berikut :

	NO
	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)
	REALISASI 
	TARGET
	TAHUN 2024

	
	
	2023
	
	REALISASI
	CAPAIAN 
    (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat
	60
	64
	64
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah capaian rata-rata 
	100


Jumlah kelompok tani pada tahun 2024 adalah 2.091.  Target dan realisasi kelompok tani yang menerima bantuan alat pada tahun 2024 sebesar 64, dengan demikian capaiannya sebesar 100%.  Dengan rumus, realisasi dibagi target kemudian dikalikan 100%.
Indikator kinerja persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat, dicapai melalui sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian    Lainnya
2. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok 
     Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian
2. Terlaksananya pengelolaan lahan dan air yang efisien dan efektif
Hambatan yang ditemui adalah :

1. Belum optimalnya fungsi jalan produksi serta jalan usaha tani
2. Terbatasnya sumber air untuk dimanfaatkan pertanian
3. Belum maksimalnya kemampuan petani dalam menggunakan sarana dan   prasarana pertanian
Strategi pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

1. Adanya penambahan petani dan pelaku usaha sektor pertanian
2. Pembinaan terhadap petani agar dapat meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sarana dan prasarana pertanian serta kualitas terhadap hasil pertanian
3) INDIKATOR KINERJA KETIGA : Persentase kelompok tani yang mandiri, dengan hasil pencapaian 100% dengan predikat Sangat Berhasil.  Perhitungannya sebagai berikut :
	NO
	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	REALISASI 
	TARGET (%)
	TAHUN 2024

	
	
	2023 (%)
	
	REALISASI                (%)
	CAPAIAN 
     (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Persentase kelompok tani yang
	1,8
	2
	1,85
	92,5

	 
	Mandiri
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah capaian rata-rata 
	92,5


Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 pengertian kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Ciri kelompok tani yang sehat dan mandiri, yaitu ada pertemuan rutin, pemulukan modal, administrasi, usaha bersama, mampu memenuhi kebutuhan anggota, mampu menggali potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, terlaksananya hak dan kewajiban anggota.
 Persentase kelompok tani yang mandiri pada tahun 2024 sebesar 1,85%,  tidak sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 2%.  Sehingga capaian kelompok tani yang mandiri sebesar 92,5%, hal ini diperoleh dari realisasi sebesar 1,85% dibagi target sebesar 2% dikalikan 100.  Jumlah kelompok tani pada tahun 2024 adalah 2.091.  Dengan demikian, kelompok tani yang mandiri pada tahun 2024 berjumlah 39 kelompok tani.
Indikator kinerja sasaran persentase kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas, dicapai melalui satu sub kegiatan, yaitu :

1.  Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Terselenggaranya kemampuan manajemen kelompok tani

2. Peningkatan kelembagaan petani

3. Peningkatan terhadap sumber daya penyuluh dan kinerja penyuluh

4. Penyelenggaraan bimbingan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Rendahnya taraf hidup petani
2. Berkurangnya daya serap tenaga kerja sektor pertanian
3. Tidak adanya regenerasi petani
Strategi pemecahan masalah yaitu :

1. Adanya pertemuan/rapat pengurus yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
2. Adanya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama
3. Dilakukan evaluasi bersama, secara administrasi memiliki aturan dan norma yang disepakati dan ditaati bersama
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Gambar Penyuluh bersama Tim Brigade Pangan
4) INDIKATOR KINERJA KEEMPAT : Persentase penurunan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), dengan hasil pencapaian 96,77% dengan predikat Sangat Berhasil.  Perhitungannya sebagai berikut :
	NO
	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	REALISASI 
	TARGET (%)
	TAHUN 2024

	
	
	2023 (%)
	
	REALISASI (%)
	CAPAIAN (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Persentase penurunan 
	1,12
	1,24
	1,20
	96,77

	 
	jumlah kasus Penyakit
	 
	 
	 
	 

	 
	 Hewan Menular Strategis
	 
	 
	 
	 

	 
	 (PHMS)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Jumlah capaian rata-rata 
	96,77


Diharapkan setiap tahunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dapat menurun jumlahnya.  Untuk tahun 2024 realisasi telah sesuai dengan target.  Sehingga capaian penanganan kesehatan ternak sebesar 96,77% dengan perhitungan realisasi dibagi dengan target dan dikalikan 100.

Indikator kinerja persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis, dicapai hanya melalui satu sub kegiatan, yaitu :

1.  Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner

2. Fasilitasi terhadap keamanan vaksin

3. Terlaksananya pelayanan terhadap kesehatan hewan

4. Kualitas sapi betina bunting meningkat

5. Kualitas dan populasi ternak meningkat

6. Pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang ASUH

7. Mutu dan keamanan pangan yang meningkat

Hambatan ataupun kendala yang ditemui adalah :

1.  Sistem budidaya masih tradisional dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi produksi

2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang serangan penyakit pada hewan ternak

3. Terbatasnya jumlah dokter hewan yang memberikan pelayanan terhadap kesehatan dan vaksin hewan ternak

4. Terbatasnya jumlah sapi betina yang bunting sehingga dapat menurunkan populasi

Strategi pemecahan masalah :

1. Perlu adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan di bidang peternakan guna memberikan pelayanan terhadap hewan ternak

2. Dalam setiap pertemuan dan penyuluhan terhadap para pedagang hewan ternak, petugas tak henti-hentinya menghimbau kepada para pedagang untuk memperhatikan mutu dan kualitan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

3. Meningkatkan kesejahteraan peternak

4. Meningkatkan nilai tambah hasil komoditas peternakan
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                                   Gambar Pelayanan Terhadap Kesehatan Hewan
      PERBANDINGAN REALISASI/CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN
      2024
Adapun realisasi capaian kinerja tahun 2024 jika disandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

	NO
	INDIKATOR KINERJA 
	REALISASI 
	REALISASI 
	    KENAIKAN/

	
	
	th. 2023
	th. 2024
	PENURUNAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian
	51,01
	55
	Kenaikan

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	2
	Persentase kelompok tani yang menerima bantuan alat
	60
	64
	Kenaikan

	 
	
	
	
	 

	3
	Persentase kelompok tani yang mandiri
	1,8
	1,85
	Kenaikan

	4
	Persentase penurunan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	1,12
	1,20
	Kenaikan


1.1.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Pada tabel diatas terlihat bahwa dari uraian indikator kinerja semua mendapatkan predikat berhasil dan sangat berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU adalah :

1. Lancarnya distribusi pupuk dan pestisida

2. Pemberian bantuan bibit-bibit pertanian kepada petani

3. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian
4. Terlaksananya pelayanan terhadap kesehatan hewan

5. Pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang ASUH

          Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan, sebagai berikut :

1. Harga saprodi khususnya pupuk yang tinggi tidak sesuai  dengan harga jual hasil pertanian;

2. Terbatasnya ketersediaan saprodi di pasar lokal/setempat dan belum memenuhi kebutuhan;

3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana alam seperti kekeringan, dan tikus yang dapat menyebabkan kehilangan hasil/produksi;

4. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi budidaya anjuran;

5. Adanya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan produktif ke non pertanian tanaman pangan khususnya perkebunan;

6. Rendahnya tingkat kesuburan tanah pada lahan kering (pH dan kandungan unsur hara rendah);

7. Penanganan pasca panen belum sepenuhnya diterapkan karena umumnya petani belum menyadari keuntungan penanganan pasca panen dan masih terbatasnya teknologi dan ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pasca panen;

Alternatif solusi untuk memecahkan masalah diatas adalah :

1. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap penyebaran pupuk dan pestisida palsu yang sangat merugikan petani dan mengupayakan ketersediaan pupuk secara kontinyu serta melakukan monitoring secara intensif terhadap penyediaan pupuk, harga dan mutu pupuk pada kios-kios saprodi;

2. Melaksanakan brigade pengendalian terhadap serangan OPT melalui koordinasi dengan para petugas POPT di setiap kecamatan;

3. Memberikan bantuan tanpa bunga kepada petani melalui Bantuan Langsung Masyarakat Bergulir (BLMB) untuk peningkatan produktivitas padi dan ubikayu pada khususnya;

4. Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan petani dan kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan, baik pengetahuan maupun keterampilan dalam adopsi teknologi anjuran spesifik lokasi;

5. Mengembangkan areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal;

6. Memanfaatkan dan mendayagunakan alsintan pra dan pasca panen melalui penumbuhan & pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), guna menunjang efisiensi usaha tani dan peningkatan mutu serta menekan kehilangan hasil;

7. Melaksanakan pembinaan dan monitoring secara intensif  terhadap petani/kelompok tani melalui penerapan teknologi produksi, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal teknis budidaya maupun aspek ekonomis yang mengarah ke sistem agribisnis, sehingga panen dan produktivitasnya dapat ditingkatkan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
4.1.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (SDM, KEUANGAN, ASET DAN SEBAGAINYA)
Jumlah penyuluh pertanian Dinas Pertanian kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 sebanyak 52 orang, bila dibandingkan dengan wilayah binaan Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari 15 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 147 Kampung sangatlah terbatas, oleh sebab itu Dinas Pertanian bekerjasama menggandeng Kodim, Perguruan Tinggi, akademisi dan parktisi yang menguasai pertanian untuk terlibat memajukan sektor ini.

Untuk masalah keuangan, selain dari APBD Dinas Pertanian juga mendapatkan bantuan dana dari APBN.  Efisiensi keuangan dilakukan dengan cara penggunaan anggaran yang minimal di system Standar Satuan Harga (SSH) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian selalu terjaga dengan baik.  Hal ini dapat dilakukan dengan cara perawatan, pemeliharaan dan perbaikan jika mengalami kerusakan.  Sehingga aset dapat digunakan dengan maksimal.
4.1.5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN/OUTCOME

Pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pertanian tahun 2024 berjalan dengan baik.  Total anggaran sebesar Rp. 20.390.332.222,- dengan jumlah belanja operasi sebesar Rp. 20.343.021.022,- dan belanja modal sebesar Rp. 47.311.200,-.  Total          realisasi                anggaran           sebesar 
Rp. 16.813.187.233,- dengan    jumlah realisasi   belanja   operasi   sebesar 
Rp. 16.813.187.233,- dan belanja modal sebesar Rp. 0,-.  Untuk belanja operasi dialokasikan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
Selain program/kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian, ada beberapa program/kegiatan yang berasal dari tingkat Kementrian, Dinas Provinsi dan instansi lintas sektoral yang menunjang keberhasilan kinerja sasaran, diantaranya :

1.  Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung memberikan bantuan benih padi dan buah-buahan kepada petani di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memberikan bantuan sapi, kambing dan itik kepada peternak di Kabupaten Tulang Bawang.
III.2 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan visi dan misi  Dinas Tahun Anggaran 2024 mendapat dukungan dana dari Anggaran APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 20.661.832.631,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Operasi     
      

Rp.        20.585.088.631,-
b. Anggaran Belanja Modal



Rp.               76.744.000,-
Setelah ada Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang mengalami perubahan (turun) Rp. 20.390.332.222,- dengan rincian sebagai berikut  :
a. Anggaran Belanja Operasi      


Rp.        20.343.021.022,-
b. Anggaran Belanja Modal


Rp.               47.311.200,-
	NO
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	ANGGARAN

	
	
	TOTAL 

	
	
	 ANGGARAN  
	 REALISASI 
	 % 

	
	
	 Rp. 
	 Rp. 
	 

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	   12.160.312.222 
	   10.243.074.820 
	84%

	2
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	     408.500.000 
	     -
	-

	3
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	2.900.000.000
	2.900.000.000
	100%

	4
	Program Penyuluhan Pertanian
	     4.921.520.000 
	     3.670.112.413 
	75%

	 
	Jumlah Belanja Operasi
	   20.343.021.022 
	   16.813.187.233 
	83%

	 
	Jumlah Belanja Modal
	          47.311.200 
	                           -   
	- 

	 
	Jumlah Belanja Tidak Terduga
	                           -   
	                           -   
	- 

	 
	Jumlah Belanja Transfer
	                           -   
	                           -   
	- 

	 
	T O T A L
	   20.390.332.222 
	   16.813.187.233 
	82%


Adapun perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran tersebut sebagai berikut :
Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dana selama tahun 2024 telah mencapai nilai kinerja 82% dengan predikat kinerja Berhasil.
Pada tahun anggaran 2024, dalam penyediaan anggaran yang mendukung kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, telah sepenuhnya dapat digunakan untuk merealisasikan program dan kegiatan  yang ada pada perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, sehingga kinerja Dinas Pertanian telah optimal sepenuhnya.
BAB.  IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 telah memaparkan kegiatan dan program yang ada pada perencanaan strategis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  Melalui pengukuran kinerja yang terdapat dalam LKjIP, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang teruang dalam rencana strategis, dapat dilihat nilai capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 82 dengan predikat Berhasil.  Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulang bawang ini disusun, dengan harapan dapat memberikan umpan balik bagi seluruh aparat yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
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